LKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapiahun 2020

BAB |
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin di bentuk berdasarkan beberapa

peraturan perundangan sebagai berikut :

1.

Undang 7 Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il
Tabalong (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2756);

Undang 7 Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagai mana telah di rubah terakhir
dengan Undang i Undang Nomor. 12 tahun 2008. (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 No 54 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor. 4844);

Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor. 03 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2015;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin;

Perda N0.09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Tanggal 03 Oktober 2016 bahwa untuk Urusan Ketenagakerjaan
pada Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
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2.

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja mempunyai

fungsi :

a.

perumusan kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan Kerja,
pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan,
kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas
kerja;

pelakasanaan kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan Kkerja,
pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan,
kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas
kerja;

pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan
industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja
dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;

pengelolaan kesekretariatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Uraian tugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sebagai berikut :

a.

mengoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis lingkup penempatan
perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial
ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan
keterampilan, produktivitas kerja;

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup penempatan
perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial
ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan

keterampilan, produktivitas kerja;
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mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan
perluasan Kkerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial
ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan
keterampilan, produktivitas kerja;

menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD;
membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

1.
2.

Sekretariat;
Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan
Kerja,;
Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja;
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BLK; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, dan
mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan,
dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
Sekretariat terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program, rencana Kkerja dan anggaran,
penatausahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-
menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan

serta administrasi kepegawaian.
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2. Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
pelatihan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan
kerja.

Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

terdiri atas :

a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja bertugas melaksanakan
dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pelatihan dan
produktivitas tenaga kerja,

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja bertugas melaksanakan dan memberikan
bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penempatan tenaga kerja;

c. Seksi Perluasan Kerja bertugas melaksanakan dan memberikan bimbingan

teknis, fasilitasi dan supervisi perluasan kerja.

3. Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja, Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan
kelembagaan dan syarat-syarat kerja.

Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja terdiri atas :

a. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bertugas
melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi
hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

b. Seksi Kelembagaan dan Syarat-Syarat Kerja, bertugas melaksanakan dan
memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kelembagaan dan
syarat-syarat kerja.

4. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) BLK Tapin
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) BLK Tapin terdiri dari :

- Kasubbag. TU UPTD BLK Tapin

- Kelompok Jabatan Fungsional :
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
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Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin

KEPALA DINAS
Hj. Fauziah, S.S0s, M.AP
NIP. 19660107 198703 2 008

[ 1
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL Budi Sumiharso, S.Sos, M.AP
NIP. 19640817 198701 1 003

KASUBAG PERENCANAAN KASUBAG UMUM DAN
DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
Henni, S.E Mahrita, 5.Pd
NIP. 19830330 201001 2 012 NIP. 19820311 200501 2 016

KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT-

KABID PENINGEATAN KUALITAS,
PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA

SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA Supriadi, S H
Sitl Aisyah, 5.50s, MM NIP. 19750412 200904 1 001

| A |

KASIPELATIHAN & PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
Ahmad Yazidi, SE
NIP. 19810903 201001 1 019

KASIPERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK
Pariyanto, SE
NIP. 1979223 201001 1 018

KASIPENEMPATAN TENAGA KERJA

KASISYARAT-SYARAT KERJA
DAN NORMA KERJA
Nordiansyah, 5. Hut
NIP. 19720103 200701 1 003

KASIPERLUASAN KERJA

KEPALA UPTD / LLK
Hj. Rusmaini Indrayani, 5.Sos
NIP. 19650331 198502 2 001

Keterangan :
Tahun 2020 2 (dua) orang Kasi Kosong
di bidang Peningkatan Kualitas, penempatan dan perluasan kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
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4.

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tapin pada tahun 2020 didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 19 orang,
dengan catatan 2 jabatan Kepala Seksi di Bidang Peningkatan Kualitas,
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja kosong. Data tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.

Sumber Daya Aparatur di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin

Untuk tahun 2020 sampai dengan bulan desember akhir jumlah pegawai Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah sebanyak 21 orang, dengan catatan
2 jabatan kasi di Bidang Penempatan kosong. Adapun rincian pegawai Dinas
Tenaga Kerja berdasarkan pangkat dan golongan, tingkat pendidikan adalah

sebagai berikut :

ESELON
NO. SKPD TRETREY, FUNGSIONA PELAKSANA JUMLAH
DINAS TENAGA
1 1|13 |7 2 6 19
KERJA
PENDIDIKAN
NO. SKPD JUMLAH
S3 |S2|S1|D3|SMA |SMP | SD
DINAS TENAGA
1. - 3 | 11| - 5 - 19
KERJA -
No. Golongan Jumlah (orang) Keterangan
1. | Golongan IV 3
2. | Golongan lli 12
3. | Golongan li 4
4. | Golongan | -
Jumlah 19
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5. GAMBARAN UMUM

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin

kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1.

Penanganan masalah perluasan kesempatan kerja, dengan melakukan
sosialisasi pelaksanaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri;

Penanganan masalah penempatan tenaga kerja dan kesempatan Kkerja,
melalui kegiatan :

- Bursa Kerja Online

- Sosialisasi Tenaga Kerja Siap Pakai

- Padat Karya Produktif

- Sosialisasi Pekerja Migran Indonesia

Penanganan masalah lembaga hubungan industrial, perselisihan dan syarat
kerja dengan melakukan kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan
dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;
Penanganan masalah norma kerja, kesejahteraan, pekerja dan purna kerja,
dengan  melakukan  kegiatan  Peningkatan  fungsi  kelembagaan
ketenagakerjaan;

Penanganan masalah kesehatan keselamatan kerja, pengawasan tenaga
kerja dan Jamsostek, dengan melakukan kegiatan peningkatan pengawasan,
perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan

kerja.

Disamping itu terdapat juga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BLK

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas teknis dinas, antara lain

melaksanakan kegiatan :

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja BLK Tapin (jurusan
menjahit, bordir, sepeda motor, las, elektronik, bangunan);
Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja BLK

Tapin.
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6. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Tapin disusun berdasarkan :

1.
2.
3.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
Undangi Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerabh;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-
2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tapin;
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13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin.

14. Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan

Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
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Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah dokumen

yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun

dan disampaikan secara sistematik dan melembaga, yang mencerminkan

pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2020. Selanjutnya

capaian kinerja (performance results) tahun 2020 dibandingkan dengan rencana

kerja (performance plan) tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Untuk memudahkan pemahaman, maka penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dengan

sistematika sebagai berikut :

Bab |

Bab I

Bab IlI

Bab IV

Pendahuluan

Bab ini akan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Perencanaan Kinerja

Bab ini akan menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja

2) LRA (Realisasi keuangan) dan lain-lain yang dianggap perlu
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini,
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

1. PERENCANAAN STRATEGIS
Perencanaan pembangunan pada organisasi sektor publik bermula dari
disusunnya rencana strategis (RENSTRA) pada masing-masing organisasi sektor
publik. RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin merupakan dokumen
perencanaan strategis organisasi yang mengambarkan visi, misi, tujuan dan
sasaran organisasi, serta cara pencapaiannya dalam bentuk kebijakan dan
program. Rincian lebih lanjut dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut

2. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran, kondisi atau kinerja yang diinginkan atau dicapai
dalam kurun waktu tertentu, dapat pula menjadi inspirasi dan motivasi bagi
Pemerintah Daerah dan semua lapisan masyarakat untuk bergerak bersama
menuju kondisi masa depan yang diinginkan secara lebih nyata dan rasional,
dengan bertumpu pada kemandirian dan otonomi daerah.
Dalam rangka menata dan mengembangkan perekonomian yang merupakan
bagian integral pembangunan Kabupaten Tapin, maka Visi Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut :

ATERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG PROFESI ON.
MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERAO
Makna visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin di atas yaitu:
ATERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG PROFESIONAL DAN MANDIRI
MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA A
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adalah melalui Pembinaan, Pelatihan serta Keterampilan yang kami berikan
secara efektif dan efisien diharapkan dapat menciptakan Tenaga Kerja yang
terampil dan handal serta siap pakai dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja
diperusahaan atau dapat berusaha mandiri ditengah masyarakat

Misi adalah peran yang harus diemban atau dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tapin, sekaligus menjadi acuan pokok bagi kerangka dan pola
pengembangan kegiatan serta menjadi tuntunan operasional tentang berbagai hal
yang ingin dilaksanakan.

Rumusan Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Misike 71 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ketenagakerjaan.

Misi ke T2 :  Menciptakan Tenaga Kerja yang Profesional dalam
memasuki Pasar Kerja.

Misi ke T3 :  Meningkatkan Kualitas Hubungan Industrial dan

Ketenagakerjaan.
3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja
yang adalah sebagai berikut :
1. Tujuan
a. Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi;
b. Meningkatkan kualitas hasil, monitoring dan evaluasi kerja;
c. Meningkatnya Kesempatan Kerja;
d. Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja;
e. Meningkatkan Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan.
2. Sasaran
. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran;

. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif;

. Meningkatnya Kesempatan Kerja;

a
b
c. Tercatat, terlapor dan terbahasnya realisasi kinerja;
d
e. Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja;

f.

Meningkatkan Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan.

Hal 12



LKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapiahun 2020

4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan
pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tapin menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Tapin dan Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

Formulir Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang
mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja
dan anggaran yang bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian
kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sebelum review dan

sebelum anggaran perubahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TAPIN
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama . Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM
Jabatan : Bupati Tapin
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanjiakan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan suvervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660107 198703 2 008
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Satuan Organisasi Perangkat Daerah

PERJANJIAN KINERJA

2020

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin

Tahun Anggaran
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahunan
(1) (2) (3) (5)
1. | Meningkatnya kesempatan | Tingkat Pertisipasi 70%
kerja Angkatan Kerja (TPAK)
2. | Meningkatnya Kualitas Persentase = Angkatan 75%
Angkatan Kerja Kerja yang Berkualitas
3. | Meningkatnya kualitas | Angka sengketa 0
hubungan industrial dan | pengusaha pekerja
ketenagakerjaan pertahun
No Program Anggaran Ket.
1. | Program Administrasi Perkantoran Rp. 619.373.275,-
2. | Peningkatan Sarana dan Prasarana| Rp. 326.500.000,-
Aparatur
3. | Peningkatan Pengembangan  Sistem | Rp. 10.000.000,-
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. | Program Perluasan dan Pengembangan Rp. 287.870.000,- D
. ana
Kesempatan Kerja APBD
5. | Program Perlindungan Pengembangan | Rp. 156.670.000,-
Lembaga ketenagakerjaan
6. | Program Peningkatan Kualitas dan| Rp. 474.261.725,-
Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin
JUMLAH Rp. 1.874.675.0001
No Program Anggaran Ket.
1. | Program  Peningkatan = Kompetensi | Rp. 2.026.385.000,-
Tenaga Kerja dan Produktivitas Dana
JUMLAH Rp. 2.026.385.000,- APBN
Rantau, Januari 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19660107 198703 2 008
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LKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapiahun 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Tapin Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun

2020 yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Tahunan

1) 2 3) ®)

1 | Meningkatnya kesempatan | Tingkat Pertisipasi Angkatan 70%
kerja Kerja (TPAK)

2 | Meningkatnya Kualitas Persentase Angkatan Kerja yang 75%
Angkatan Kerja Berkualitas

3 | Meningkatnya kualitas | Angka sengketa pengusaha 0%
hubungan industrial dan | pekerja pertahun
ketenagakerjaan

Penetapan Perjanjian Kinerja diatas disusun berdasarkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Adapun formulasi IKU pada

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sebagai berikut :
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN

Sasaran Strategis /

Indikator Kinerja

Penjelasan (Makna Indikator,

No. | Sasaran Outcome / Ut Alasan Pemilihan Indikator, Penanggung Jawab Sumber data
ama
Kinerja Utama Cara Perhitungan Indikator
. | Jumlah Penduduk yang Bidang Peningkatan
) Tingkat Partisipasi o - DINAS TENAGA )
Meningkatnya _ bekerja di bagi jumlah Kualitas, Penempatan,
1. . Angkatan Kerja ) o KERJA KABUPATEN
Kesempatan Kerja penduduk usia kerja dikali Perluasan Kesempatan
(TPAK) TAPIN _
100% Kerja
Meningkatnya Persentase Jumlah tenaga kerja yang DINAS TENAGA
2. | Kualitas Angkatan Angkatan Kerja terlatih dibagi jumah pencari KERJA KABUPATEN UPTD BLK Tapin
Kerja yang Berkualitas kerja yang dikali 100% TAPIN
_ Persentase Bidang Hubungan
Meningkatnya . Jumlah Angka sengketa .
_ Penyelesaian _ DINAS TENAGA Industrial, Syarat i
Kualitas Hubungan Pengusaha Pekerja yang _
3. . Angka Sengketa _ S KERJA KABUPATEN Syarat Kerja dan
Industrial dan ditangani dibagi jumlah
Pengusaha TAPIN Jamsostek

Ketenagakerjaan

Pekerja Pertahun

perusahaan dikali 100%
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dibuat
sesuai ketentuan yang tekandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam
penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu juga memperhatikan Peraturan
Pemerintah Rl Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.

LKIP 2020 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran
untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah
sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode
pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana
kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance
result) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan
terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Terhadap terjadinya celah kinerja
(performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut,
serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan
kinerja di masa mendatang.

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian Kkinerja setiap
indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan

menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :
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KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No Rentang Capaian Katagori Capaian
1. 85 % - > 100 % Sangat Berhasil
2. 70% ->85% Berhasil

3. 55% ->70 % Cukup Berhasil
4. <55% Kurang Berhasil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam penetapan
Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian
Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2020
mengacu pada Perubahan Renstra tahun 2018 i 2023 dan penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020. Secara garis besar penetapan
kinerja sasaran/utama tahun 2020 meliputi 2 sasaran strategis, pengukuran
pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 3 indikator sasaran
yang tersaji sebagaimana pada tabel di bawah ini :
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1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
Target, realisasi, dan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tapin tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel .1.
Capaian Kinerja Tahun 2020

Target | Realisasi| Persentase
No. | Sasaran Strategis| Indikator Kinerja Satuan| (2020)| (2020) | Capaian

(%)
1) (2) 3 5) (6) (1) (8)
1. Tingkat
Meningkatnya Partisipasi %

_ _ 70 70,17 100,24
kesempatan kerja | Angkatan Kerja

(TPAK)

2. _ Persentase
Meningkatnya .
Angkatan Kerja

Kualitas Angkatan % 75 60,46 80,61
. yang
Kerja .
Berkualitas
3. _ Angka
Meningkatnya
) sengketa
kualitas hubungan
_ . pengusaha % 0 2,47 247
industrial dan .
. pekerja
ketenagakerjaan
pertahun

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 secara umum
target kinerja dari 3 indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat tercapai
dengan baik.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenga Kerja Kabupaten Tapin dilakukan
dengan membandingkan antara target IKU dengan realisasinya, sehingga
diperoleh besaran persentase capaian kinerja oleh Dinas Tenag Kerja Kabupaten
Tapin, berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator
kinerja utama adalah ->100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian

fiISangat berhasilo.
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Sasaran :

Meningkatnya kesempatan kerja

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kesempatan Kerja diukur

melalui Indikator kinerja berupa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Perhitungan Indikator Kinerja ini didapat dari Jumlah Penduduk yang bekerja di

bagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang bekerja berjumlah 100.696 orang

sedangkan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 143.506 orang, sehingga tin

gkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah 70,17 % seperti pada tabel

berikut :

Tabel 1.1

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Meningkatkan kesempatan kerja

Indikator Kinerja

Formulasi Realisasi

Perhitungan

Tingkat
Partisipasi

Angkatan Kerja

* Ol OAE ACMOEREAOEA

4 AEOhc T

(TPAK) Ol

0 AE A OOAGCHEA O
4 AEOTcT

p TIEX w

E@ T pr&yn('%pnnb

Xtpxp

Sumber data : BPS Kabupaten Tapin

Tabel 1.2
Realisasi Capaian Kinerja Meningkatkan kesempatan kerja
) o Target Realisasi )
Indikator Kinerja % Capaian
2020 2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
70% 70,17 100,24%
(TPAK)
Tabel 1.3
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Perbandingan dengan Capaian Tahun 2019 - 2020

, . Capaian | Capaian
Indikator Kinerja Ket.
2019 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK)

70,05 70,17 Naik 0,12%

Sasaran strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja pada Tahun 2020
dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tapin vyaitu dalam Program Perluasan dan Pengembangan
Kesempatan Kerja. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran

strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja dapat dilihat dari tabel :

Hal 22



LKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapiahun 2020

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas angkatan kerja diukur dalam

1 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1

Formulasi Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja

Inollikat.or Formulasi Realisasi Perhitung

Kinerja an
Persentase

e A m oA m A A oA e A < Az s Tt
Angkatan * &1 IOAE & & AKAIOA O1 AOGEE LY 7
Kerja yang 4 AEOHC T OT T._
Berkualltas N T A e~ L TR T o T N L, = .8[_) U TT (p h (p b
Q6 AN E VPR I'TAETME QO "Q0 PN Cddé
YO & TTC TT

Sumber data : UPTD BLK TAPIN

Sasaran strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja pada Tahun 2020 dicapai

melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Tapin yaitu dalam Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya

Kesempatan Kerja dapat dilihat dari tabel :
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Sasaran :

3 Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan

Ketenagakerjaan

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial
dan Ketenagakerjaan diukur dalam 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian
kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

Capaian
No Indikator Kinerja Sasaran Target | Realisasi
Kinera (%)

Angka Sengketa Pengusaha Pekerja

1. 0 2,47 247
Pertahun

Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun

Pada Tahun 2020 Jumlah sengketa pengusaha pekerja pertahun yang ada
di Kabupaten Tapin adalah 3 sengketa, dengan jumlah perusahaan sebanyak 121
perusahaan, sehingga Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun pada tahun
2020 dari target 0% adalah sebesar 2,47% dengan Capain Kineja Penyelesaian
Kasus sebesar 247%, dan perbandingan dengan tahun 2019 untuk tahun 2020

mengalami kenaikan. rumusan dapat dilihat dari tabel berikut :
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Tabel 3.2

Formulasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun

Indikator Kinerja

Formulasi Realisasi

Perhitungan

Angka Sengketa

Pengusaha Pekerja
Pertahun

* Ol BAE CBAGDM¢ ™
— s (?[pnn
* Ol PABD OO ORALDI ¢

o
— Jpnmbp
pcp

ch xb

Sumber data : Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat kerja dan Jamsostek
Perhitungan berdasarkan Permendagri NOMOR : 86 TAHUN 2017

Tabel 3.3

Perbandingan dengan Capaian Tahun 2018 - 2019

Indikator Kinerja

Capaian 2019

Capaian 2020

Angka Sengketa Pengusaha Pekerja

Pertahun

66,12

247%

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas hubungan industrial pada Tahun

2020 dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Tapin yaitu dalam Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga ketenagakerjaan. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian

sasaran strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut :
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1. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020
dengan capaian kinerja tahun 2019 dan Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2020
2018 2019 2020
Sasaran Indikator Realisag Capaiar Realisag Capaiar Realisag Capaiar
Strategis Kinerja (%) Kinerja| (%) Kinerja| (%) Kinerja
(%) (%) (%)
Meningkatnya | Tingkat
Kesempatan | Partisipasi - 70,5 7017
Kerja Angkatan Kerja i 100 10024
(TPAK)
Meningkatnya | Persentase
Kualitas Angkatan Kerjg - - 4499 | 59,99 | 60,46 | 80,62
Angkatan Kerjg yang Berkualita
Meningkatnya
kualitas Angka Sengke]
Hubungan Pengusaha 64,5 64,5 66,12 | 66,12 247 247
Industrial dan | pekerja pertaht
Ketenagakerjai

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Kinerja Utama (IKU)
dari Tahun 2018 s/d Tahun 2020

2018

m Tingkat Partisipasi TPAK

100

55,99

2019

100,24

80,62

2020

m Persentase Angkatan Kerja Yang Berkualitas

Angka sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun
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Pada kedua tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian
indikator kinerja pada sasaran 1 dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama
meningkat sebesar 0,24% dimana pada tahun 2019 persentase capaian
realisasi kinerja sebesar 100% sedangkan persentase capaian kinerja pada
tahun 2020 sebesar 100,24%.

Pada sasaran 2 dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama meningkat
sebesar 20,16%, dimana pada tahun 2019 persentase capaian realisasi
kinerja sebesar 59,99% sedangkat persentase capaian kinerja pada tahun
2020 sebesar 80,62%.

Pada sasaran 3 dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama meningkat
sebesar 180%, dimana pada tahun 2019 persentase capaian realisasi kinerja
sebesar 66,12% sedangkan persentase capaian kinerja pada tahun 2020
sebesar 247%.

Artinya pada ketiga sasaran diatas, pada tahun 2020 mengalami

peningkatan persentase capaian kinerja.
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2. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan
Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap
perencanaan kebijakan (policy planning), dalam konteks ini tujuan dan
sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah
yang diharapkan akan diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas
terkait.

Sebagai Afidampako tujuan dan sasaran,
hasil pembangunan daerah yang diharapkan akan diperoleh dari pencapaian
outcome, sebagai sesuatu yang menggambarkan kondisi apa yang ingin
diubah dari serangkaian ikhtiar (program) pembangunan yang dijalankan.
Dalam konteks ini, tujuan dan sasaran menjelaskan apa yang ingin diubah
dari kondisi masa kini yang kurang ideal sebagaimana tercermin dari isu-isu
dan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.

Pada Tabel 3.1 akan dapat dilihat realisasi capaian Indikator
Sasaran RPJMD pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2020
sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil

Bupati terpilih Kabupaten Tapin periode tahun 2019-2023 :
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Tabel 3.1
Formulasi Realisasi Capaian dari Indikator Menurunnya Pengangguran
Indikator Formulasi Realisasi Perhitungan
Menurunnya
Pengangguran * Ol 0AE CAT OADAIE A o¥ C L
4 AEORc T Tp T T m,ppuﬂpﬂﬁb
*Ol A AEEAAMDE A .
4 AEOTC T atx o b
Tabel 3.2

Hasil Pengukuran dan Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD
pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin

_ Target | Realisasi| Capaian
Sasaran Indikator Sasaran
2020 2020 2020
Menurunnya Tingkat Pengangguran
3,80% 3,73% 98,15%
Pengangguran Terbuka

Tabel 3.3
Perbandingan dengan Realisasi Capaian Indikator Sasaran RPJMD
Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2018 i 2020

Indikator Sasaran Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian
2019 2019 2020 2020
Tingkat Pengangguran Terbuka 3,65% 91,25% 3,73% | 98,15%

Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat dikatakan bahwa persentase

jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Tapin tahun 2020 berkurang.

Dengan kata lain persentase jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Tapin

pada tahun 2020 di bandingkan dengan tahun 2019 berkurang sebesar 0,8%.
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3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

4.1 . Analisis Penyebab Kegagalan

1.

Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga memaksa
dipilihnya pekerjaan yang beresiko dengan imbalan yang rendah.
Terbatasnya lowongan pekerjaan sehingga proses Bursa Kerja
sangat terhambat.

Bidang Pelatihan terbatasnya Dana yang tersedia, sehingga
kegiatan Pelatihan Kerja sangat terbatas.

Ketertinggalan teknologi dan perangkat pelatihan ketrampilan dalam
menghadapi kemajuan teknologi.

Kurangnya Tenaga Instruktur dan sebagian sudah memasuki
masa Purna tugas.

Banyaknya penduduk yang berusia muda dan produktif sehingga
memerlukan pembinaan ke arah kegiatan yang positif.

Bidang Hubungan Industrial Ketenagakerjaan masalah yang
dihadapi yakni belum terciptanya Kesejahteraan Pekerja/Buruh
secara optimal diminimalisirnya perselisihan buruh dan pengusaha

terhadap kebijakan pemerintah daerah.
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4. Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

1. Mengajukan proposal pembiayaan ke Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Rl di Jakarta;

2. Penjajakan dan koordinasi kepada perusahaan agar melapor bila
membutuhkan tenaga kerja;

3. Mengadakan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang
ada,;

4. Mengupayakan agar semua perusahaan melengkapi syarat kerja
sesuai peraturan yang berlaku seperti PP, PK, PKB;

5. Semua perusahaan agar membentuk Lembaga Ketenagakerjaan
seperti  Bipartit, Serikat Pekerja/Serikat Buruh sehingga Pekerja /
Buruh mendapat perlindungan optimal.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin menentukan beberapa pelayanan yang

akan diberikan untuk periode 2020 difokuskan pada :

1.

Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja BLK Tapin
(meningkatkan  ketrampilan tenaga kerja serta meningkatkan
profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja);

Meningkatkan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi
penempatan dan perluasan kesempatan kerja (meningkatkan pemerataan
kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar
kerja lokal, nasional dan internasional);

Menjaga keseimbangan kesempatan kerja/pemenuhan tenaga kerja pada
lapangan kerja yang tersedia antara penduduk local dan penduduk
pendatang di Kabupaten Tapin, dalam jangka panjang untuk menghindari
terjadinya masalah sosial kemasyarakatan;

Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan (meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja);
Meningkatkan akses/kemudahan peserta pelatihan yang berlokasi yang

jauh.
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5. Analisis atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukan bagaimana sasaran dan indikator yang

telah dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input
tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk
mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu
juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk
mencapai sasaran maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.
Dalam rangka efisiensi baik dalam sumber daya manusia maupun sumber
daya lainnya memang diperlukan terutama dalam hal pengganggaran atau
alokasi anggaran tepat sasaran serta penyerapan anggarannya dapat sesuai
dengan target yang diharapkannya. Bagian yang disajikan dalam tabel di
bawah ini terkait dengan efisienasi anggaran untuk sasaran yang pencapaian
kinerja. Banyak sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang
efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran yang telah mencapai tingkat
yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip
pengelolaan anggaran dan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang
baik, pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan.

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan
manusia dilakukan terhadap tiap indikator Kkinerja dengan cara
membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan
sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator
kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis
efesiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya
manusia.

Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian
penggunaan sumber daya keuangan pada tahun 2020 dapat dilihat dari table
berikut :
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Tabel 1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Target | Realisa| Persentas Realisasi
No. Sasaran Strategis| Indikator Kinerja (%) si (%) | e Capaian Keuangan
(%) (%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (8)
1. Tingkat

Meningkatnya _ Partisipasi . 20 7017 | 10024 96,45

kesempatan kerja | Angkatan Kerja

(TPAK)

2.

Meningkatnya Persentase

Kualitas Angkatan | Angkatan Kerja 75 60,46 80,61 99,70

Kerja yang Berkualitas
3. Meningkatnya Persentase

kualitas hubungan Penyelesaian

. . Angka sengketa 0 24,79 2,47 247

industrial dan

. pengusaha
ketenagakerjaan :
pekerja pertahun

Sedangkan untuk capaian penggunaan sumber daya keuangan pendukung

capaian lindikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam program kegiatan dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2

Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2020

No. Sasaran Indikator Anggaran Realisasi Capaian
Kinerja (%)
1. | Meningkatnya Tingkat 569.030.000 | 548.876.510 96,45
Kesempatan Partisipasi
Kerja Angkatan
Kerja
(TPAK)
2. | Meningkatnya Persentase | 387.349.000 | 386.174.400 99,70
Kualitas Angkatan
Angkatan Kerja | Kerja yang
Berkualitas
3. | Meningkatnya Angka 115.715.000 | 110.338.400 95,35
Kualitas Sengketa
Hubungan Pengusaha
Industrial dan Pekerja
Ketenagakerjaan | Pertahun
Jumlah 1.072.094.000 | 1.045.389.310 | 97,16
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5.1 Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian indikator kinerja dan
Capaian Realisasi Keuangan pada Sasaran Meningkatnya Kesempatan

Kerja

Untuk capaian kinerja pendukung Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja adalah > 100%, lebih tinggi pada capaian penggunaan sumber daya
keuangan sebesar 96,45% pada program Peningkatan Kesempatan Kerja,
capaian kinerja tersebut yaitu sebesar 100,24%. Artinya terjadi efisiensi
sumber daya karena capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian

penggunaan sumber daya keuangan.

5.2. Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian indikator kinerja dan
Capaian Realisasi Keuangan pada Sasaran Meningkatnya Kualitas
Angkatan Kerja

Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja kerja yang dilatih di UPTD BLK
Tapin sebanyak 208 orang sedangkan yang mendaftar pelatihan sebanyak
334 orang. Dari target 75% terealisasikan sebesar 60,46% di karenakan
kurangnya angggaran untuk dana APBD untuk paket pelatihan pada
tahun 2020. Hanya ada satu paket pelatihan yang menggunakan anggaran
APBD dan Paket tersedia dari dana APBN. Serta kurangnya tenaga
instruktur yang ada d UPTD BLK Tapin. Diharapkan Pemerintah Daerah
pada tahun i tahun yang akan datang dapat lebih meningkatkan paket
pelatihan dan sarana prasarana pelatihan yang ada di UPTD BLK Tapin.

Untuk pencapaian kinerja pelatihan bisa dilihat dari table dibawah ini :

No Jumlah Peserta Yang | Realisasi Capaian | Realisasi Keuangan
Dilatih Kinerja (%) (%)
1 208 Orang 100 95,35

Dari table di atas disimpulkan untuk Capaian Kinerja Pelatihan dari

jumlah peserta yang dilatih sebanyak 208 orang telah teralisasi 100%,
sedangkan sisa peserta yang berjumlah 136 orang tidak masuk dalam
pelatihan dikarenakan paket/ anggaran yang diberikan terbatas dalam
anggaran DPA Tahun 2020.
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5.3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian indikator kinerja dan
Capaian Realisasi Keuangan pada Sasaran Meningkatnya Kualitas

Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

Untuk capaian kinerja pendukung Indikator Angka Sengketa Perusahaan
Pekerja Pertahun adalah 247%, lebih tinggi dibanding dengan capaian
penggunaan sumber daya keuangan sebesar 95,35% pada program
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan, Artinya terjadi
efisiensi sumber daya karena capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada

capaian penggunaan sumber daya keuangan.
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6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 6.1

Target Dan Realisasi Kegiatan Mendukung

Sasaran Stategis Meningkatnya Kesempatan Kerja

Program / Output . ___. | Persentase
No. . . Target | Realisasi .
Kegiatan Kegiatan Pencapaian
1. Program Perluasan
dan pengembangan
Kesempatan Kerja
1.1 | Padat Karya | Jumlah Pencari
Produktif Kerja Ditangani | 20 Orang | 20 Orang 100 %
(pembuatan masker
untuk pencegahan
COVID 19).
1.2 | Padat Karya | Jumlah Pencari
Produktif (DID | Kerja Ditangani | 44 Orang | 44 Orang 100 %
Tahap IlI).
1.3 | Padat Karya | Jumlah Pencari
Produktif kerja Ditangani | 11 Orang | 11 Orang 100%

Sumber data : Bidang Peningkatan Kuliatas, Penempatan dan Perluasan Kerja
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6.1 Uraian Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Menigkatnya Kesempatan

Kerja

1. Kegiatan ini dipergunakan untuk belanja keperluan dan peralatan untuk
pembuatan Masker sebanyak dalam rangka pencegahan Covid 19, Pagu
dana tersedia sebesar Rp. 112.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 109.848.000,00 (98,08%).

2. Padat Karya Produktif (DID Tahap IlI)

Kegiatan ini dipergunakan dalam rangka memberikan peluang dalam
memberdayakan masyarakat dengan jumlah serapan tenaga kerja sebanyak
44 orang dengan berupa budi daya ayam potong dengan jumlah ayam 2.000
ekor dan jumlah 37endang sebanyak 2 buah yang berlokasi di Desa
Mandurian 1 buah dan Desa Purut 1 buah, yang dilaksanakan selama 30
(tiga puluh) hari, mulai tanggal 11 Nopember s/d 11 Desember 2020, Dana
bersumber dari APBN menyebutkan bahwa DID digunakan sesuai kebutuhan
dan prioritas daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
pada masyarakat saat kondisi pandemic covid 19, Pagu dana tersedia
sebesar Rp. 242.220.000 dan terealisasi sebesar

Rp. 240.858.000,00. (99.43%).

3. Padat Karya Produktif

Kegiatan ini dipergunakan untuk keperluan belanja materai, cetak dan
penggandaan, makanan dan minuman, jasa tenaga ahli non PNS dalam
rangka memfasilitasi kegiatan Dewan Padat Karya Produktif berupa kegiatan
Budidaya Peranakan Kambing Etawa dengan jumlah peserta 11 Orang,
sebelum pelaksanaan kegiatan di mulai para peserta diberikan Bimbingan
teknis pelaksanaan 1 (satu) hari dengan materi :

1. Kebijakan Ketenagakerjaan dalam rangka mengurangi penangguran

2. Budidaya Peranakan Kambing Etawa dengan nara sumber dari Dinas

Peternakan/Pertanian

3. Teknis pelaksana kegiatan Padat Karya Produktif dari Dinas Tenaga
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Untuk Pelaksanaan Kegiatan praktek peserta dimulai dari pembersihan
lokasi,pengukuran sampai pembuatan kandang selesai siap untuk
ditempati/perawatan Kambing Peranakan Etawa selama 20 (Dua Puluh)
Hari dari tanggal 11 s/d 30 September 2020 yang diikuti sebanyak
12 orang peserta di Desa Puncak Harapan Kec. Lokpaikat dan para
peserta diberikan Insentif/Upah kerja per hari Rp. 60.000,-/per orang.
Dengan sistem kerja kelompok dalam memgelola Budidaya Peranakan
Kambing Etawa diberikan 11 (Sebelas) Ekor Peranakan Kambing Etawa
untuk di kembangkan dan 1(satu) buah Kandang Kambing ukuran Lebar
10 Meter dan Panjang 4 Meter.

Dengan reaalisasi fisik 100%

Realisasi Keuangan 99,04% dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Anggaran : Rp. 86.580.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 85.750.000,-

Sisa Anggaran Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

di Desa Puncak Harapan Kecamatan Lokpaikat
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Dokumentasi Kegiatan Pendukung
Sasaran Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja

1. Pembuatan Masker

ATAN|PENANGANAN CORONA
KABUPATE

JAGA DIRIIDAN KELUARGA ANDA

DARI
= VIRUS COR%NA

Dengan
BERIFAKU HII‘ e RERH [dankSEHAT]

m DISEASE'

A




LKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapiahun 2020

1. Ayam Broiler
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3.Kambing Etawa
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